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1.​ Sebagai hukum dasar UUD negara RI tahun 1945 memiliki arti yang penting bagi bangsa 

dan negara Indonesia yaitu menjadi ... 
a. Sumber hukum bagi hukum-hukum di bawahnya 
b. Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia 
c. Menjadi pedoman tingkah laku warga negara 
d. Pegangan dalam pergaulan hidup sehari-hari 
 

2.​ Jika suatu negara tidak memiliki undang-undang dasar, maka yang terjadi adalah ... 
a. Negara tersebut akan kacau dan hancur 
b. Tidak ada acuan untuk mengatur negara 
c. Rakyat akan memberontak pada negara 
d. Hak-hak warga negara tidak terlindungi 
 

3.​ Sebagai hukum dasar UUD negara RI tahun 1945 harus dipatuhi oleh ... 
a. Lembaga-lembaga negara 
b. Lembaga perwakilan rakyat 
c. Penyelenggara pemerintahan 
d. Seluruh warga negara Indonesia 
 

4.​ Salah satu kesepakatan dasar tentang amandemen atau perubahan UUD tegara RI tahun 
1945 yaitu ... 
a. Tidak mengubah pembukaan UUD negara RI tahun 1945 
b. Mempertahankan penjelasan umum maupun pasal-pasal 
c. Mengganti semua pasal-pasal isi UUD negara RI tahun 1945 
d. Mengganti susunan dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia 
 

5.​ Aristoteles seorang ahli fi lsafat dari Yunani menytaakan bahwa pada hakikatnya manusia 
adalah “zoon politicon” artinya manusia ... 
a. Mahluk individu dengan berbagai macam kepentingannya 
b. Adalah mahluk yang selalu hidup berkelompok dalam masyarakat 
c. Harus dapat hidup bersama-sama dengan kelompoknya sendiri 
d. Hanya dapat hidup bila selalu bersama-sama dengan manusia lainnya 
 

6.​ Peribahasa “Di mana bu mi dipijak, disitu langit dijunjung” yang berasal dari Sumatera Barat 
mengandung makna bahwa dimanapun kita berada kita harus ... 
a. Mematuhi norma-norma yang berlaku 
b. Mengetahui semua aturan di daerah tersebut 
c. Memperkenalkan adat istiadat daerahnya sendiri 
d. Melaksanakan norma tertentu yang dianggap sesuai 
 

7.​ Kaidah hidup, aturan, perintah, dan/atau larangan yang berlaku dalam masyarakat disebut ... 
a. Adat istiadat 
b. Hukum negara 
c. Norma-norma 
d. Kebiasaan 
 

8.​ Tujuan adanya norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat adalah ... 
a. Mewujudkan ketertiban dan keteraturan 
b. Menghukum orang yang melanggar norma 
c. Memaksa seseorang untuk bersikap baik 
d. Menghindari adanya perbedaan kepentingan 
 

9.​ Seseorang menyesal dan merasa bersalah karena telah berbohong kepada orang lain, me- 
ru pakan perwujudan norma ... 
a. Agama 
b. Kesopanan 
c. Kesusilaan 
d. Hukum 
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10.​Bercanda dengan memanggil teman, menggunakan sebutan tertentu yang dapat 

menyinggung perasaannya, merupakan tindakan yang kurang sesuai dengan norma ... 
a. Agama 
b. Kesopanan 
c. Kesusilaan 
d. Hukum 
 

11.​Seseorang melakukan tindakan kekerasan fi sik maupun psikis terhadap orang lain dapat 
diancam hukuman penjara, adalah norma ... 
a. Agama 
b. Kesusilaan 
c. Kesopanan 
d. Hukum 
 

12.​Perbedaan norma hukum dengan norma-norma yang lain terletak pada sanksinya, yaitu ... 
a. Hukuman yang berat 
b. Berupa hukuman penjara 
c. Bersifat jelas dan tegas 
d. Pengucilan dan pidana 
 

13.​Seseorang dapat diancam hukuman penjara bila terbukti menyebarkan berita bohong melalui 
media sosial, merupakan pelanggaran norma ... 
a. Agama 
b. Hukum 
c. Kesusilaan 
d. Kesopanan 
 

14.​Berikut ini merupakan alat perlengkapan negara yang bertugas menegakkan hukum dengan 
menanggulangi aksi kejahatan dan gangguan keamanan . . . 
a. Jaksa 
b. Hakim 
c. Pengacara 
d. Kepolisian 

 
15.​Dalam tata hukum negara UUD Negara RI Tahun 1945 memiliki kedudukan sebagai 

a.​ Undang-Undang yang ditetapkan oleh MPR 
b.​ sumber hukum tertib hukum yang tertinggi 
c.​ sumber dari segala sumber hukum di Indonesia 
d.​ landasan ideal dan konstitusional negara 
 

16.​Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditetapkan sebagai hukum 
dasar oleh ... 
a. BPUPKI dalam Sidang I 
b. BPUPKI dalam Sidang II 
c. PPKI dalam Sidang hari pertama 
d. PPKI dalam Sidang hari kedua 
 

17.​Ketua PPKI yang memimpin Sidang pada tanggal 18 Agustus 1945 ialah ... 
a. Dr. Radjiman Wedyodiningrat 
b. Ir. Soekarno 
c. Mr. Moh. Yamin 
d. Drs. Moh. Hatta 
 

18.​Perhatikan pernyataan berikut. 
1) Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 
2) Membentuk Kementerian atau Departemen 
3) Memilih Presiden dan Wakil Presiden 
4) Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat 
5) Membentuk Komite Nasional Partai Indonesia 
Dari pernyataan tersebut, hasil Sidang PPKI 18 Agustus 1945 ditunjukkan nomor ... 
a. (1); (2); dan (3) 
b. (1); (3); dan (4) 
c. (2); (3); dan (5) 
d. (2); (4); dan (5) 
 

19.​Salah satu perubahan naskah Piagam Jakarta yang dilakukan dalam Sidang PPKI adalah 
tentang ... 
a. Dihapusnya bagian penjelasan umum 
b. Dihapusnya penjelasan pasal demi pasal 
c. Kata mukadimah menjadi pembukaan 
d. Bertambahnya pasal-pasal batang tubuh UUD 
 



 
 

20.​Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 saat ini sudah mengalami 
perubahan. Tujuan dari perubahan atau amandemen tersebut adalah untuk ... 
a. Menyempurnakan aturan-aturan dasar 
b. Mengganti semua pasal dalam batang tubuh 
c. Menghapus penjelasan UUD RI tahun 1945 
d. Menambah jumlah bab dalam UUD RI tahun 1945 
 

21.​Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah hukum dasar, bukan 
hukum biasa melainkan hukum yang bersifat ... 
a. Umum 
b. Khusus 
c. Tak terbatas 
d. Fundamental 
 
 

22.​UUD Negara RI Tahun 1945 mengikat pemerintah, lembaga negara, lembaga masyarakat, 
dan setiap warga negara Indonesia. Arti mengikat dalam pernyataan tersebut ialah .... 
a.​ tidak dapat diubah oleh siapapun 
b.​ terikat perjanjian dengan negara 
c.​ harus ditaati dan dilaksanakan 
d.​ wajib diatur oleh lembaga negara 
 

23.​UUD Negara RI Tahun 1945 bukan hukum biasa, melainkan hukum dasar oleh karena itu 
peraturan-peraturan di bawahnya tidak boleh ... dengan peraturan yang lebih tinggi. 
a.​ bertentangan 
b.​ bersumber 
c.​ ditetapkan 
d.​ sesuai 

 
24.​Saat ini UUD Negara RI Tahun 1945 telah mengalami perubahan atau amandemen 

sebanyak empat kali. Lembaga negara yang berwenang mengubah UUD Negara 
RI Tahun 1945 yaitu .... 
a.​ Presiden atau Pemerintah 
b.​ MK (Mahkamah Konstitusi) 
c.​ DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) 
d.​ MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) 

 
25.​Salah satu kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 yaitu 

. . . . 
a.​ tidak menambah jumlah bab, pasal, dan ayat yang sudah ada 
b.​ menghilangkan bagian penjelasan UUD Negara RI Tahun 1945 
c.​ tidak mengubah Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 
d.​ menambah dan menyempurnakan pasal tentang hak asasi manusia 

26.​Tujuan dari perubahan atau amandemen UUD Negara RI Tahun 1945 ialah untuk 
a.​ menambah jumlah bab, pasal, dan ayatnya 
b.​ mengubah atau mengganti seluruh isi pasal-pasal 
c.​ menyempurnakan aturan-aturan dasar atau aturan pokok 
d.​ menghapus penjelasan umum yang terdapat di dalamnya 
 

27.​Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bersifat singkat artinya . . . . 
a.​ hanya memuat aturan-aturan pokok saja 
b.​ jumlah bab, pasal, dan ayatnya hanya sedikit 
c.​ rumusan kalimat dalam pasal-pasalnya singkat 
d.​ pembuatannya dilakukan dalam waktu yang singkat 
 

28.​Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bersifat supel artinya . . . . 
a.​ mudah bergaul dengan siapa saja 
b.​ dapat mengikuti perkembangan zaman 
c.​ ketentuan dalam pasal-pasal mudah diubah 
d.​ tidak kaku boleh dilaksanakan, boleh tidak 

 
29.​Suatu peraturan yang diduga tidak sesuai dengan UUD Negara RI Tahun 1945 

dapat dilakukan uji materi atau yudicial review. Hal ini merupakan salah satu fungsi 
hukum dasar sebagai .... 
a.​ alat kontrol 
b.​ acuan negara 
c.​ dasar negara 
d.​ norma hukum 

 
30.​Jika warga negara akan mengajukan yudicial review untuk menguji kesesuaian 

suatu Undang-Undang terhadap UUD Negara RI Tahun 1945 permohonan tersebut 
diajukan kepada .... 
a.​ Pemerintah 



 
 

b.​ Komisi Yudisial 
c.​ Mahkamah Agung 
d.​ Mahkamah Konstitusi 
 

31.​Bagi bangsa Indonesia, Pancasila memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat penting 
yaitu sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Fungsi dan 
kedudukan Pancasila sebagai . . . . 
a.​ Dasar Negara 
b.​ Pandangan Hidup 
c.​ Hukum Dasar 
d.​ Dasar Hukum 

 
32.​Istilah Pancasila sudah dikenal pada zaman Majapahit yaitu dalam Buku Sutasoma 

karya .... 
A. mpu Parapanca 
b. mpu Tantular 
c. mpu Sedah 
d. mpu Panuluh 
 

33.​Tanggal 1 Juni dikenal sebagai lahirnya nama Pancasila, karena pada waktu itu diusulkan 
pertama kali sebagai nama dasar negara Indonesia merdeka oleh ...dalam sidang .... 
A. Ir. Sukarno dalam sidang BPUPKI 
B. Mr. Moh. Yamin, dalam sidang BPUPKI 
C. Mr.Soepomo, dalam Sidang BPUPKI 
D. Ir. Sukarno dalam sidang PPKI 
 

34.​Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara bersamaan dengan pengesahan Undang- 
Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 oleh PPKI dalam sidang pertama tanggal 18 
Agustus 1945 merupakan kesepakatan bersama bangsa Indonesia yang dikenal 
sebagai . . . . 
A. Kesepakatan Nasional Indonesia 
B. Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia 
C. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
D. Hasil Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 
 

35.​Rumusan Pancasila Dasar Negara terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ... 
A. alinea I 
B. alinea II 
C. alinea III 
D. alinea IV 
 

36.​Peneguhan Pancasila sebagai Dasar Negara sebagaimana terdapat dalam Pembukaan 
UUD Negara RI Tahun 1945 harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan 
bernegara terdapat dalam .... 
A. Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 
B. Ketetapan MPR No.II/MPR/1978 
C. Ketetapan MPR No.XVIII/MPR/1998 
D. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 
 

37.​Penegasan tentang Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, tertuang di 
dalam ... tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 
A. Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 
B. Ketetapan MPR No.II/MPR/1978 
C. Ketetapan MPR No.XVIII/MPR/1998 
D. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 
 

38.​Segala macam bentuk hukum dan peraturan perundang-undangan tidak boleh 
bertentangan dengan Pancasila. Adalah makna Pancasila sebagai .... 
A. Perjanjian luhur Bangsa Indonesia 
B. Jiwa kepribadian bangsa Indonesia 
C. Sumber dari segala sumber hukum 
D. Pandangan hidup bangsa Indonesia 
 

39.​Jika suatu peraturan hukum ternyata tidak sesuai, atau bahkan bertentangan dengan 
nilai Pancasila, maka peraturan tersebut .... 
A. harus dicabut 
B. dapat diubah 
C. dibiarkan saja 
D. perlu dibahas 
 

40.​Dalam tata hukum negara, kedudukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara 
RI Tahun 1945, merupakan .... 



 
 

A. sumber dari segala sumber hukum 
B. peraturan di bawah undang-undang 
C. sumber hukum bagi peraturan dibawahnya 
D. hukum yang sama dengan undang-undang 
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